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Abstrak
Perkembangan dunia digital yang sangat pesat telah membuka jaringan yang lebih luas untuk terbentuknya
perekonomian global, yang juga mendorong munculnya berbagai transaksi bisnis yang banyak melibatkan
perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi aplikasi (financial technology) atau Fintech, yang menyediakan
jasa mirip dengan fungsi perbankan. Fintech diperkirakan akan mendorong terjadinya revolusi industri berupa
teknologi digital online, yang dilandasi oleh teknologi baru yang akan mengubah seluruh rantai produksi dan
manajemen di setiap cabang industri. Perusahaan Fintech sangat berkembang pesat dan signifikan di Indonesia,
sub-sektor Fintech yang terlihat tumbuh subur, yakni lending dan e-wallet di mana e-wallet diyakini akan menjadi subsektor Fintech yang paling berpotensi. Pelaku usaha Fintech yang mengembangkan layanan e-wallet yang paling
populer dan pengguna terbanyak di Indonesia adalah GoPay dan OVO, yang akan menjadi fokus pembahasan di
penelitian ini. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perang harga dan promosi pun tidak dapat dihindari oleh kedua
e-wallet ini. Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar kedua perusahaan Fintech tersebut mengarah pada
predatory pricing yang akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen dengan pelaku usaha karena praktik yang
tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar. Artikel ini bertujuan memberikan analisis dan
pemahaman yang mendalam mengenai indikasi predatory pricing pada praktik perang harga antara GoPay dan OVO.
Praktik persaingan pemberian promosi tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dari sisi hukum persaingan usaha
berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, Penulis akan
membandingkan penerapan dan pengaturan terkait persaingan usaha khususnya bagi pelaku usaha Fintech di negara
lain, dalam hal ini negara Jepang.
Kata Kunci: Fintech, GoPay, OVO, predatory pricing, persaingan usaha

Abstract

The rapid development of the digital world has opened wider networks for the formation of the global economy, which has also led to the
emergence of various business transactions involving many financial technology-based financial companies (Fintech), which provide services
similar to banking functions. Fintech is expected to drive the industrial revolution in the form of online digital technology, which is based
on new technology that will change the entire production and management chain in each branch of industry. The Fintech company is
growing rapidly and significantly in Indonesia, where the Fintech sub-sector is seen to flourish, namely lending and e-wallet where ewallet is believed to be the most potential Fintech sub-sector. Fintech business actors who develop the most popular e-wallet services and
the most users in Indonesia are GoPay and OVO, which will be the focus of discussion in this research. In conducting their business
activities, price war and promotion wars cannot be avoided by these two e-wallets. Unfair pricing practices and promotions between the
two Fintech companies lead to predatory pricing which will eliminate the bargaining position of consumers with business actors because
unhealthy practices will leave only one dominant player in the market. This article aims to provide an in-depth analysis and
understanding of the indications of predatory pricing in the practice of price wars between GoPay and OVO. The competition promotion
practice will be linked and analyzed in terms of business competition law based on Law no. 5 of 1999 and other relevant laws and
regulations. In addition, the author will compare the application and regulation related to business competition, especially for Fintech
business actors in other countries, in this case Japan.
Keywords: Fintech, GoPay, OVO, predatory pricing, business competition

I. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia digital yang sangat pesat telah membuka jaringan yang lebih luas
untuk terbentuknya perekonomian global, yang juga mendorong munculnya berbagai transaksi
bisnis yang banyak melibatkan perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi aplikasi
(financial technology) atau Fintech, yang menyediakan jasa mirip dengan fungsi perbankan. Fintech
diperkirakan akan mendorong terjadinya revolusi industri berupa teknologi digital online, yang
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dilandasi oleh teknologi baru yang akan mengubah seluruh rantai produksi dan manajemen di
setiap cabang industri.1
Ada berbagai jenis Perusahaan Fintech yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa
kategor, yaitu dalam bidang pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal
finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding atau financing), remitansi, riset keuangan, dan
compliance.2 Fintech ini pun sangat berkembang pesat dan signifikan di Indonesia3 dan sub-sektor
Fintech yang terlihat tumbuh subur adalah lending dan e-wallet4. E-wallet diyakini akan menjadi
sub-sektor Fintech yang paling berpotensi. Seperti layaknya uang di dompet, e-wallet didesain
untuk membantu pengguna bertransaksi kebutuhan sehari-hari. Layanan yang populer untuk ewallet adalah GoPay, OVO, Dana, LinkAja, dan lain-lain. Namun yang paling mendominasi
dalam penggunaan oleh masyarakat di Indonesia adalah GoPay dan OVO, yang akan menjadi
fokus pembahasan di penelitian ini.
Perang harga dan promosi pun tidak dapat dihindari oleh kedua e-wallet ini. Penawaran
instan cashback dan penambahan poin dengan menggunakan aplikasi e-wallet menjadi strategi
pemasaran yang ampuh untuk menggaet pengguna dalam menggunakan aplikasi e-wallet sebagai
salah satu metode pembayaran non tunai. Dari sektor ride-hailing5, GoJek menggunakan GoPay
dan Grab menggunakan OVO, juga termasuk dalam perang harga dan promosi ini. GoJek dan
Grab sama-sama bersaing memberikan harga termurah atau dengan memberikan voucher
potongan harga kepada konsumen.
Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar kedua perusahaan Fintech tersebut
mengarah pada predatory pricing yang akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen
dengan pelaku usaha karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain
dominan di pasar. Dari sisi hukum persaingan usaha di Indonesia, praktik predatory pricing ini
dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”) yaitu di Pasal 20. Menurut
Kurnia Toha, terdapat tiga syarat suatu aktivitas bisnis dapat disebut sebagai predatory pricing.
Syarat yang pertama yakni, harga di bawah ongkos atau di bawah harga pasar; kedua, ditujukan
untuk mematikan pesaing usaha; ketiga, setelah pesaing mati, maka pelaku akan menaikkan
harga untuk memulihkan kerugian selama masa predatory dan mendapatkan keuntungan yang
tidak wajar.6
Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam UU 5/1999 dan juga yang disebutkan oleh
Kurnia Toha, praktik perang harga dan promosi oleh GoPay dan OVO tersebut dapat berupa
predatory pricing. Di mana kedua perusahaan tersebut bersaing memberikan harga yang sangat
Nofie Iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, http://nofieiman.com/wpcontent/images/financial-technology-lembagakeuangan.pdf, diakses pada tanggal 18 September 2019.
2 Kelvin Leong and Anna Sung, “FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use
Technologies to Create Business Value in Fintech Way?”, International Journal of Innovation, Management and Technology,
Vol. 9, No. 2 (April 2018), hlm. 75.
3 https://dailysocial.id/post/singapura-dan-indonesia-dominasi-pendanaan, diakses pada tanggal 18
September 2019.
4 E-wallet atau electronic wallet, yang dalam Bahasa Indonesia diartikan dompet elektronik, adalah layanan
virtual atau tanpa uang tunai yang digunakan sebagai pengganti uang tunai fisik. E-wallet ini dapat berupa berbasis
aplikasi di telepon pintar atau berbasis kartu. Dikutip dari “Ambarish Salodkar, Nagpur Karan Morey, and Prof.
Mrs. Monali Shirbhate, “Electronic Wallet”, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Vol. 02
Issue: 09 (December 2015), hlm. 975.”
5 Ride-hailing is used for or involved in the activity of asking for a car and driver to come immediately and take you
somewhere. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ride-hailing, diakses pada tanggal 19 September
2019.
6 Rinaldi Mohammad Azka, “KPPU Menduga Ada Indikasi Predatory Pricing dalam Bisnis Transportasi
Online”,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/98/933468/kppu-menduga-ada-indikasi-predatorypricing-dalam-bisnis-transportasi-online, diakses pada tanggal 20 September 2019.
1
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rendah di bawah harga pasar dan bahkan rela menunda mendapatkan untung dan menanggung
burn rate7 (biaya operasional sebelum perusahaan memperoleh laba) hingga US$500 juta (sekitar
Rp7 triliun).8
Atas dasar tersebut, Penulis menganalisis pembatasan harga pada perusahaan Fintech di
Indonesia, dalam hal ini GoPay dan OVO, terkait adanya indikasi predatory pricing pada praktik
perang harga yang dilakukan oleh perusahaan Fintech tersebut, berdasarkan Hukum Persaingan
Usaha di Indonesia. Apakah praktik perang harga tersebut termasuk dalam kategori predatory
pricing atau tidak. Selain itu, pada tulisan ini Penulis menganalisis penerapan larangan predatory
pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam praktik perang harga dan promosi bagi pengguna
jasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibandingkan dengan penerapan di Jepang.
Pada artikel ini, akan memfokuskan melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam
peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan
makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah
makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok
masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
Selain itu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya: UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek
Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor
348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor. Secara
khusus peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha antara para pelaku usaha perusahaan
Fintech.
Pada akhirnya artikel ini mengerucutkan wilayah pengamatan terhadap 2 (dua)
perusahaan Fintech berbasis aplikasi di Indonesia yang menyediakan jasa e-wallet atau dompet
digital dan sistem pembayaran, yakni: GoPay dan OVO.

7 Burn rate is the rate at which a new company is spending its venture capital to finance overhead before generating positive
cash flow from operations. It is a measure of negative cash flow. https://www.investopedia.com/terms/b/burnrate.asp,
diakses pada tanggal 20 September 2019.
8 Ridzki Syahputera, “Bagaimana Perang Subsidi OVO dan GO-PAY di Indonesia Bisa Berakhir”,
https://id.techinasia.com/akhir-perang-subsidi-ovo-go-pay, diakses pada tanggal 20 September 2019.
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II. PEMBAHASAN
1. Perkembanan E-wallet di Indonesia

Sumber: iPrice Group, 20199
Kurangnya akses rekening bank serta tingginya angka “unbanked” populasi di Indonesia
memberikan udara segar bagi perusahaan berbasis internet dengan layanan Fintech untuk
memperluas jangkauan. Layanan Fintech dianggap bisa memberikan kemudahan untuk
bertransaksi baik online maupun offline hanya dalam satu platform yaitu aplikasi e-wallet.
Aplikasi e-wallet milik perusahaan berbasis internet meningkat 50% dari Q4 2017 hingga
Q2 2019, ada 4 perusahaan berbasis internet dari total 10 aplikasi e-wallet di kuartal ini yaitu GoJek, DANA, Paytren dan DOKU. Penggolongan ini disiarkan pada laporan ASEAN Mobile
Payment 2019 oleh Nomura10. Peningkatan produk e-wallet merupakan dorongan dari OJK
(Otoritas Jasa keuangan) dalam upaya meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Potensi perkembangan aplikasi e-wallet juga diprediksikan akan semakin gemilang mengingat
9 iPrice Group adalah situs meta-search yang beroperasi di 7 negara sekitar Asia Tenggara, yaitu: Malaysia,
Singapore, Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, dan Hong Kong. Dikutip dari Vivin Dian Devita, “Siapa
Aplikasi E-wallet dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia?” https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaikdi-indonesia/, pada tanggal 14 Desember 2019.
10 Nomura, https://www.nomura.com, diakses 28 September 2019.
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bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 di mana penduduk usia produktif akan lebih besar.
Berdasarkan hasil riset Jakpat bekerja sama dengan DailySocial11 74.6% pengguna aplikasi e-wallet
adalah pada usia produktif 20-35 tahun.
GoPay sebagai salah produk dari startup decacorn pertama di Indonesia, GoJek 12
menjadi aplikasi e-wallet dengan pengguna aktif terbanyak di Indonesia. Walaupun aplikasi GoJek
tidak digolongkan dalam aplikasi finance di App Annie, menurut informasi dari Medium, 30%
dari total transaksi uang elektronik di Indonesia berasal dari GoPay.13 Pada Februari 2019,
GoPay berhasil menyentuh angka transaksi sebesar USD 6.3 miliar14 dengan total 70%
didapatkan dari transaksi GoJek menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran.
OVO, aplikasi e-wallet milik Lippo Group berhasil menduduki peringkat kedua
berdasarkan jumlah download aplikasi di Q2 2019. OVO bisa digunakan sebagai metode
pembayaran untuk transaksi offline di Matahari Department Store and Lippo Mall. Untuk
transportasi, OVO merupakan metode pembayaran di Grab Indonesia, melebarkan kerja sama
OVO juga menggandeng e-commerce unicorn Indonesia, Tokopedia dengan OVO Cash. Kerja
sama yang dilakukan oleh OVO dengan Tokopedia merupakan satu langkah besar untuk
meningkatkan jumlah pengguna OVO di Indonesia. Berdasarkan data Map of Ecommerce
Indonesia Q1 201915 Tokopedia menduduki peringkat pertama di platform iOS dan Android.
2. Pembatasan Harga Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat larangan pembatasan atau penetapan
harga yang dilarang dalam praktik persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:
a. Penetapan harga antar pelaku usaha (Pasal 5)
Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan
oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya.
Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau
penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual
atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya
dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan
untuk mengatur harga pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar
dan menentukan harga yang tidak masuk akal.16
b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama atau diskriminasi
harga (Pasal 6)
Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku
usaha lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan

Laporan DailySocial: Fintech Report 2018, https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018, diakses 28
September 2019.
12
Reska K. Nistanto, “Go-Jek Jadi Startup “Decacorn” Pertama Indonesia”,
https://tekno.kompas.com/read/2019/04/05/09371537/go-jek-jadi-startup-decacorn-pertama-indonesia,
diakses pada tanggal 29 September 2019.
13 Dewanti A. Wardhani, “Shaping the Future of Payment with GO-PAY”, https://medium.com/life-atgo-jek/shaping-the-future-of-payment-with-gojek-f6552a3c828, diakses pada tanggal 29 September 2019.
14 Khamila Mulia, “State of pay: The race to become Indonesia’s leading mobile wallet”, https://krasia.com/state-of-pay-the-race-to-become-indonesias-leading-mobile-wallet, diakses pada tanggal 29 September
2019.
15
iPrice
Insights,
“The
Map
of
E-commerce
in
Indonesia”,
https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/en/, diakses pada tanggal 29 September 2019.
16 Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Creative Media,
2009), hlm. 21.
11

DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)

1619

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1607-1630
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila
terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.
c. Penetapan harga di bawah harga pasar atau predatory pricing (Pasal 20)
Adapun tujuan utama dari predatory pricing adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha yang
berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar yang sama.
d. Penetapan harga jual kembali (Pasal 8)
Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima
barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
3. Larangan Predatory Pricing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli
Berdasarkan sudut pandang ekonomi, predatory pricing ini dapat dilakukan dengan
menetapkan harga yang tidak wajar, di mana harga lebih rendah dari pada biaya variabel ratarata. Dalam praktik penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya
kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa predatory pricing merupakan tindakan menentukan
harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.17 Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU
5/1999, dapat kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah otomatis
merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya predatory pricing (jual beli) dilarang
secara rule of reason.18
Apabila tindakan atau praktik predatory pricing ini tidak dilarang, maka pihak yang kurang
modal tentu tidak sanggup menyainginya. Biasanya pada gilirannya nanti, apabila para pesaing
tersebut satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, maka pihak yang melakukan
praktik jual rugi tersebut akan kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa
tidak ada lagi pesaing. Dan hal ini akan sangat merugikan pihak konsumen.19
Alasan dan keampuhan strategi predatory pricing masih menjadi kontroversi. Banyak ahli
ekonomi yang mempertanyakan strategi predatory pricing atas dasar bahwa stategi ini bisa sama
mahalnya bagi si pelaku usaha yang melakukan predatory pricing dan bagi korbannya. Begitu pula
sasaran predatory pricing tidak akan mudah untuk dicapai, karena akan sangat sulit mengeluarkan
pesaingnya dari pasar.20
Predatory pricing biasanya dilakukan pada bidang yang membutuhkan masa konstruksi
panjang. Pada praktiknya sering kali penambahan kapasitas dilakukan hanya untuk menakutnakuti pesaing tanpa perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kegiatan ini tergolong pada
tindakan pre-emptive expansion.21 Dilihat dari sisi konsumen, untuk sementara waktu atau dalam
jangka pendek, praktik predatory pricing memang menguntungkan bagi konsumen karena harga
produk yang dijual oleh pelaku usaha menjadi jauh lebih murah. Akan tetapi, belum tentu di
17 Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, (Jakarta,
Elips Project, 2001), hlm. 44.
18 Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, hlm. 130. Rule of reason adalah
doktrin hukum yang digunakan untuk menafsirkan Sherman Antitrust Act, salah satu landasan hukum
antimonopoli Amerika Serikat, dikutip dari “Herbert Hovenkamp, “The Rule of Reason”, Florida Law Review, Vol.
70, p. 81-167, (2018), hlm. 85”.
19 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
hlm. 59.
20 Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, hlm. 95.
21 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), hlm. 108.
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masa depan, ketika pelaku usaha sukses dalam menjalankan strategi predatory pricing dan
menyebabkan dia tidak memiliki pesaing yang berarti lagi, maka pelaku usaha tersebut akan
menaikkan harga kembali, bahkan mungkin setinggi-tingginya, untuk mengejar keuntungan yang
sebesar-besarnya agar pengorbanan yang pernah dikeluarkan selama pelaku usaha tersebut
melakukan praktik predatory pricing terbayarkan (recoupment test).22
Pasal 7 dan 20 UU 5/1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan pemasokan barang
dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan
maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh
karena ketentuan yang mengatur mengenai predatory pricing dirumuskan secara rule of reason, maka
sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, asalkan tidak
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai
alasan-alasan yang dapat diterima.23
4. Indikasi Praktik Predatory Pricing yang Dilakukan oleh Gopay dan OVO dalam
Praktik Perang Harga dan Promosi
Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, kini dunia seperti dilipat dalam sebuah jaringan
informasi di internet. Teknologi membawa manusia ke peradaban yang serba mudah, murah dan
efektif sehingga mudah bermobilitas. Hal ini juga sangat dirasakan dan dinikmati oleh
masyarakat di Indonesia. Kemudahan untuk mobilisasi, membeli kebutuhan pribadi, menyewa
jasa kebersihan, semua dapat dilakukan hanya lewat aplikasi, bahkan sistem pembayarannya pun
dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai.
Dua pelaku usaha Fintech yang paling populer saat ini adalah GoPay dan OVO.
Keduanya bersama juga dengan competitor lain, bersaing soal harga dan promo. GoJek melalui
sistem pembayaran GoPay dan Grab dengan OVO-nya yang gila-gilaan memberi potongan
harga. Promosi digunakan dengan membakar modal untuk penguasaan pasar. Modal ini
digunakan untuk menerapkan promosi besar-besaran (predatory promotion) dan diskon harga yang
sangat tinggi (deep discounting) untuk menarik perhatian masyarakat.24
GoPay adalah dompet virtual atau elektronik yang digunakan untuk melakukan
pembayaran semua transaksi dalam aplikasi GoJek.25 Aplikasi GoJek ini sendiri merupakan
aplikasi yang menyediakan berbagai jenis jasa seperti transportasi, pengantaran barang,
pemesanan makanan, pembayaran tagihan, jasa kebersihan, hingga perbaikan kendaraan. Dalam
aplikasi tersebut, pelanggan dapat menggunakan dua jenis pembayaran yaitu tunai dan
menggunakan GoPay.
Saingan terkuatnya yaitu OVO, adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam
bertransaksi (OVO Cash) dan juga kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di
banyak tempat (OVO Points).26 Berbeda dengan GoPay, aplikasi OVO berdiri sendiri dan tidak
bergantung pada aplikasi lainnya namun terintegrasi dengan aplikasi Grab, yang merupakan
aplikasi penyedia jasa hampir sama dengan GoJek dan juga Tokopedia, yang merupakan aplikasi
e-commerce di Indonesia.
Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, hlm. 96.
Ibid., hlm. 97.
24
Dwi
Hadya
Jayani,
"Praktik
Predatory
Pricing
di
Ojek
Online",
https://katadata.co.id/berita/2019/06/26/praktik-predatory-pricing-di-ojek-online, diakses pada tanggal 16
Desember 2019.
25 https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-pay/#apa-keuntunganmenggunakan-go-pay, diakses pada
tanggal 19 September 2019.
26 OVO, https://www.ovo.id/about, diakses pada tanggal 19 September 2019.
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Terkait dengan persaingan harga dalam bidang ride-hailing, Kemenhub telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya
Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan
dengan Aplikasi. Namun Kepmenhub ini seakan tidak memiliki taring, karena tidak dilaksanakan
oleh para pelaku usaha.
Di balik promo yang gila-gilaan, terdapat dampak kerugian yang bisa ditimbulkan dari
praktik promo yang tidak wajar, yakni menghancurkan kompetitor dan mengarah pada
monopoli yang pada akhirnya yang dirugikan adalah konsumen, walaupun dampak ini belum
begitu dirasakan. Dampak perang tarif saat ini masih dirasakan lawan kompetitor karena ikut
bersaing perang harga dan promosi.
Dalam Revolusi Industri 4.0 ini memang banyak dijumpai bentuk perusahaan dominant
firm27. Bentuk dominant firm ini memang bukan monopoli tetapi perilaku perusahaannya seperti
monopoli karena menang dalam persaingan. Seperti GoJek & Grab. Mereka sama-sama bersaing
di mana basis pengguna aplikasi pembayaran digital terkait, seperti OVO untuk Grab dan GoPay
untuk GoJek, nyaris tak membayar tunai.
Di negara lain, strategi Grab dalam menumbangkan lawan sudah diketahui. Ditemukan
praktik serupa di Singapura dan Filipina, di mana praktik usaha tidak sehat oleh Grab
mengakibatkan hengkangnya Uber dari Asia Tenggara. KPPU di kedua negara itu menjatuhkan
sanksi kepada pemain yang mengakuisisi Uber. Pada 2018, Competition and Consumer Commission
of Singapore (CCCS) menjatuhkan denda SGD 13 juta kepada Grab dan Uber atas aksi merger
kedua perusahaan itu di Asia Tenggara. Alasannya, keputusan merger telah mengikis persaingan
sehat di pasar ride-hailing.28
Di Filipina, Philippine Competition Commission (PCC) juga mengenakan denda kepada
kedua perusahaan itu. Dalam keterangan yang dikutip Bisnis, denda senilai total PHP 16 juta
dijatuhkan atas Grab dan Uber karena melanggar sejumlah poin dalam Interim Measures Order
(IMO) selama berlangsungnya kajian atas aksi korporasi itu oleh PCC.29
Hal inilah yang harus dihindari oleh pemerintah Indonesia bahwa dikuatirkan praktik
perang harga dan promosi yang dilakukan oleh GoPay dan OVO merupakan awal atas adanya
predatory pricing. Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar kedua perusahaan Fintech
tersebut akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen dengan pelaku usaha karena
praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar. Dari sisi hukum
persaingan usaha di Indonesia, praktik predatory pricing ini dilarang sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”) yaitu di Pasal 20.
Menurut Kurnia Toha, terdapat tiga syarat suatu aktivitas bisnis dapat disebut sebagai
predatory pricing. Syarat yang pertama yakni, harga di bawah ongkos atau di bawah harga pasar;
kedua, ditujukan untuk mematikan pesaing usaha; ketiga, setelah pesaing mati, maka pelaku akan

Dominant firm adalah perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin pasar serta perusahaanperusahaan lain sebagai pengikut yang bertindak sebagai penerima harga (price taker), yaitu akan menerima berapa
pun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin. Dikutip dari “Sugiarto, Tedy Herlambang, Brastoro,
Rachmat Sudjana, dan Said Kelana, Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2007), hlm. 451.”
28 Ibid.
29
Dewi Rina Cahyani, “Uber Ajukan Banding Didenda 6,6 Juta Dolar Singapura”,
https://bisnis.tempo.co/read/1138765/uber-ajukan-banding-didenda-66-juta-dolar-singapura/full&view=ok,
diakses pada tanggal 20 September 2019.
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menaikkan harga untuk memulihkan kerugian selama masa predatory dan mendapatkan
keuntungan yang tidak wajar.30
Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam UU 5/1999 dan juga yang disebutkan oleh
Kurnia Toha, praktik perang harga dan promosi oleh GoPay dan OVO tersebut dapat berupa
predatory pricing. Di mana kedua perusahaan tersebut bersaing memberikan harga yang sangat
rendah di bawah harga pasar dan bahkan rela menunda mendapatkan untung dan menanggung
burn rate31 (biaya operasional sebelum perusahaan memperoleh laba) hingga US$500 juta (sekitar
Rp7 triliun).32
Tindakan yang telah dilakukan oleh GoPay dan OVO telah memenuhi unsur-unsur yang
terdapat di Pasal 20 UU 5/1999, yaitu melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat
rendah atas produk atau jasa yang dijualnya. Saat ini kedua pelaku usaha sama-sama bertahan
hingga titik darah penghabisan hingga salah satu dari mereka tersingkir dan tidak dapat bertahan
di pasar. Sehingga dengan demikian akan hanya ada satu pelaku usaha yang menguasai pasar dan
dapat menciptakan pasar tidak sehat karena pelaku usaha tersebut dapat melakukan monopoli
di dalam masyarakat.
5. Perbandingan Larangan Predatory Pricing di Indonesia dengan di Jepang
Undang-undang persaingan usaha di Jepang yaitu Undang-Undang tentang Larangan
Monopoli dan Pemeliharaan Perdagangan yang Adil yang sering disebut sebagai UndangUndang Antimonopoli Jepang (“UUAM”), mulai berlaku pada tanggal 14 April 1947. Beberapa
amandemen telah dibuat setelahnya, dengan ketentuan pengambilalihan terbaru pada 27 Juni
2012. UUAM terdiri dari 118 artikel, dibagi menjadi 12 bab. Konten substantif termasuk
monopoli pribadi, pengekangan perdagangan yang tidak masuk akal, dan praktik perdagangan
yang tidak adil. Menurut Pasal 1 UUAM, tujuan Undang-Undang ini adalah ‘untuk
mempromosikan persaingan yang adil dan bebas, untuk merangsang inisiatif kreatif perusahaan,
untuk mendorong kegiatan bisnis, untuk meningkatkan tingkat pekerjaan dan pendapatan
nasional aktual, dan dengan demikian untuk mempromosikan demokrasi dan pengembangan
ekonomi nasional yang sehat serta untuk memastikan kepentingan konsumen umum’.33 Telah
diperdebatkan bahwa bagian terakhir, mempromosikan pembangunan ekonomi nasional yang
demokratis dan sehat, adalah tujuan akhir UUAM. Untuk mencapai tujuan ini, mempromosikan
persaingan yang adil dan bebas telah diidentifikasi sebagai cara yang paling efektif.34
UUAM tidak memiliki ketentuan khusus yang dirancang khusus untuk mengambil
tindakan terhadap penetapan predatory pricing. Namun, ada tiga kemungkinan untuk memerangi
perilaku tersebut berdasarkan ketentuan mengenai diskriminasi harga, penjualan dengan harga
rendah yang tidak adil, dan monopoli pribadi. Pasal 19 Undang-Undang itu melarang pengusaha
untuk menggunakan praktik bisnis tidak adil yang mencakup diskriminasi harga dan penjualan
Rinaldi Mohammad Azka, “KPPU Menduga Ada Indikasi Predatory Pricing dalam Bisnis Transportasi
Online”,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/98/933468/kppu-menduga-ada-indikasi-predatorypricing-dalam-bisnis-transportasi-online, diakses pada tanggal 20 September 2019.
31 Burn rate is the rate at which a new company is spending its venture capital to finance overhead before generating positive
cash flow from operations. It is a measure of negative cash flow. https://www.investopedia.com/terms/b/burnrate.asp,
diakses pada tanggal 20 September 2019.
32 Ridzki Syahputera, “Bagaimana Perang Subsidi OVO dan GO-PAY di Indonesia Bisa Berakhir”,
https://id.techinasia.com/akhir-perang-subsidi-ovo-go-pay, diakses pada tanggal 20 September 2019.
33 Jepang, Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, Act No. 54 of April 14,
1957, https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/index.html, diakses pada tanggal 10 Desember
2019.
34 Ying Bi and Steven van Uytsel, “Could Predatory Pricing Rules Substitute for Antidumping Laws in
the Proposed China–Japan–Korea Free Trade Agreement?”, Social Science Japan Journal Vol. 18, No. 2, pp 163–192
(2015), hlm. 174.
30
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dengan harga rendah yang tidak adil. Istilah “praktik perdagangan tidak adil” didefinisikan
sebagai tindakan apa pun yang datang di bawah salah satu kategori praktik pembatasan yang
diatur dalam Pasal 2 (9) yang cenderung menghambat persaingan yang sehat dan yang ditetapkan
oleh Komisi Perdagangan yang Adil Jepang (Japan Fair Trade Commission atau JFTC). Penunjukan
FTC untuk kedua praktik ini adalah:
“Price discrimination. Unjustly supplying or accepting a commodity or service at prices which discriminate
between regions or between customers”35
“Unjust low-priced sales. Without proper justification, supplying a commodity or service continuously at
a price which is notably below cost incurred in that supply, or otherwise unjustly supplying a commodity
or service at a low price, thereby tending to cause difficulties in the business activities of other
entrepreneurs”.36
e. Kriteria I: Predatory Pricing sebagai Jenis Praktik Perdagangan yang Tidak Adil
Harga di bawah biaya dapat dipandang sebagai semacam praktik perdagangan yang
tidak adil. Ini diatur dalam Pasal 2(9) UUAM. Artikel ini menguraikan praktik perdagangan
tidak adil yang umumnya dilarang oleh Pasal 19 UUAM. Pasal 2(9)(iii) UUAM menetapkan
bahwa salah satu praktik perdagangan tidak adil adalah bahwa ‘tanpa alasan yang dapat
dibenarkan, memasok barang atau jasa secara terus-menerus dengan pertimbangan yang jauh
di bawah biaya yang diperlukan untuk pasokan’. Selanjutnya, dalam uraian Pasal 2(9)(vi)
UUAM, Pemberitahuan JFTC No. 15, juga disebut Penunjukan Praktik Perdagangan yang
Tidak Adil dan terakhir direvisi pada tahun 2009,37 menetapkan dalam Bagian 6 bahwa suatu
praktik perdagangan yang tidak adil juga akan 'memasok barang atau jasa secara tidak adil
dengan pertimbangan rendah' dengan efek 'cenderung menyebabkan kesulitan pada kegiatan
bisnis perusahaan lain'. Ketentuan legislatif telah dijelaskan lebih lanjut oleh Pedoman JFTC
tentang Penjualan Harga Rendah yang Tidak Adil di bawah Undang-Undang Antimonopoli
(Guidelines Concerning Unjust Low Price Sales under the Antimonopoly Act atau GULPS), direvisi
pada 2009 untuk menawarkan deskripsi yang lebih komprehensif.38
Menurut GULPS, tiga persyaratan harus dipenuhi untuk menemukan penjualan
dengan harga rendah ilegal yang tidak adil berdasarkan Pasal 2(9)(iii) UUAM. Persyaratan
pertama adalah mode pemotongan harga, yaitu apakah ada pertimbangan yang berlebihan
atau tidak di bawah biaya yang diperlukan untuk pasokan. Dalam praktiknya ini harus
diperiksa kasus per kasus. Biasanya, harga yang lebih rendah dari biaya berfitur variabel,
mengacu pada biaya variabel, dianggap sebagai pertimbangan ‘secara berlebihan di bawah
biaya yang diperlukan untuk pasokan’. Apakah biaya dikategorikan sebagai biaya berfitur
variabel didasarkan pada apakah biaya naik atau turun tergantung pada jumlah pasokan
barang yang dipotong harga atau apakah biaya terkait erat dengan pasokan barang potongan
harga. Biaya produksi, biaya pembelian, serta biaya operasi dapat dianggap sebagai biaya
berfitur variabel. Perlu dicatat bahwa, jika harga sama dengan atau lebih tinggi dari biaya fitur
variabel, harga tersebut belum dianggap sebagai penjualan harga rendah yang tidak adil.
Untuk itu, harus ada penetapan harga rendah yang terus-menerus, yang berarti bahwa
pelaksanaan pemotongan harga terjadi berulang kali selama periode waktu yang cukup lama
atau dapat diprediksi secara objektif untuk jangka waktu seperti itu dilihat dari kebijakan
penjualan. Persyaratan kedua adalah kecenderungan menyebabkan kesulitan untuk kegiatan
Jepang, Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, Penjelasan Umum.
Ibid., Ps. 2 (9).
37 http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices.files/unfairtradepractices.pdf, diakses
pada tanggal 10 Desember 2019.
38 http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/unjustlowprice.pdf, diakses pada
tanggal 10 Desember 2019.
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bisnis perusahaan lain. Ini tidak selalu memerlukan kesulitan dalam aktualitas tetapi juga
mempertimbangkan kemungkinan konkret, yang akan menilai kasus per kasus, secara
komprehensif mempertimbangkan status aktual dari perusahaan lain, ukuran dan jenis bisnis,
jumlah barang, durasi, status iklan dan publisitas, karakteristik barang dan maksud atau
tujuan. Persyaratan terakhir adalah tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk
pemotongan harga. Ini dapat mencakup, misalnya, menjual barang yang mudah rusak atau
barang yang dapat dimakan musim.
Bahkan dalam kasus di mana pemotongan harga tidak memenuhi persyaratan di atas
untuk penjualan dengan harga rendah yang tidak adil berdasarkan Pasal 2(9)(iii) UUAM, atau
dengan kata lain, bahkan ketika pemotong harga memasok barang dengan harga yang sama
atau lebih tinggi dari biaya berfitur variabel tetapi lebih rendah dari total biaya penjualan, atau
memasok barang dengan harga lebih rendah dari biaya fitur variabel satu kali saja, penjualan
dengan harga rendah yang tidak adil masih dapat ditetapkan berdasarkan Pasal 6 dari
Penunjukan Praktik Perdagangan yang Tidak Adil. Bagian ini menyatakan bahwa ‘selain
tindakan yang termasuk dalam Pasal 2(9)(iii) UUAM penyediaan barang atau jasa dengan
tidak adil dengan pertimbangan rendah, sehingga cenderung menyebabkan kesulitan untuk
kegiatan bisnis perusahaan lain’.
f. Kriteria II: Penentuan Predatory Pricing sebagai Jenis Monopoli Swasta
Penetapan harga di bawah biaya juga dapat dianggap sebagai monopoli pribadi yang
tunduk pada Pasal 3 UUAM.39 Monopoli pribadi dipahami, sesuai dengan Pasal 2(5) UUAM
sebagai “kegiatan bisnis seperti itu, di mana setiap pengusaha, secara individu atau kombinasi
atau konspirasi dengan wirausahawan lain, atau dengan cara lain apa pun, mengecualikan atau
mengendalikan kegiatan bisnis wirausahawan lain, sehingga menyebabkan, bertentangan
dengan kepentingan publik, pengekangan persaingan yang substansial dalam bidang
perdagangan tertentu’. Ketentuan-ketentuan ini selanjutnya didefinisikan dan dijabarkan
dalam Pedoman untuk Monopoli Swasta Eksklusif berdasarkan Undang-Undang
Antimonopoli (Guidelines for Exclusionary Private Monopolization under the Antimonopoly Act atau
GEPM) yang dikeluarkan oleh JFTC pada tahun 2009.40 Menurut GEPM, penetapan harga
di bawah biaya melibatkan penilaian yang dilakukan kasus per kasus mengenai apakah harga
ditetapkan di bawah biaya yang ‘tidak akan dihasilkan kecuali produk dipasok’. Ini dinilai
berdasarkan apakah biaya akan naik atau turun tergantung pada jumlah pasokan barang yang
dipotong harga atau apakah biaya tersebut terkait erat dengan pasokan barang potongan
harga dalam periode yang wajar. Pemotongan harga untuk produk-produk, seperti makanan
yang mudah busuk, barang musiman, produk yang lebih rendah, dan sebagainya, dianggap
layak dan akan dibebaskan dari penerapan Pasal 3 UUAM.
Kondisi lain yang perlu dipenuhi dalam penilaian harga di bawah biaya, adalah apakah
hal itu akan menyebabkan kesulitan dalam kegiatan bisnis dari pesaing yang setara atau lebih
efisien. Ini mengharuskan JFTC untuk secara komprehensif mempertimbangkan berbagai
faktor, yang meliputi:
a) Seluruh pasar produk, seperti karakteristik produk, skala ekonomi, tingkat diferensiasi
produk, saluran distribusi, dinamika pasar serta kesulitan masuk pasar;
b) Posisi perusahaan tersebut dan pesaing di pasar, seperti pangsa produk, peringkatnya, nilai
merek produk, kapasitas pasokan berlebih, skala operasi, dan proporsi produk yang
relevan di semua bisnis perusahaan;
Ibid.
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/guidelines_exclusionary .pdf,
diakses pada tanggal 10 Desember 2019.
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c) Periode perilaku dan pergantian serta jumlah produk;
d) Kondisi perilaku, termasuk niat, iklan, dan publisitas yang terkait dengan pemotongan
beras.
Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, pengaturan tentang persaingan usaha
khususnya predatory pricing di Indonesia dan di Jepang tidak jauh berbeda. Indonesia dan
Jepang sama-sama menganut doktrin yang berkembang di internasional, yaitu bahwa predatory
pricing dapat mematikan pasar dan menciptakan pasar yang tidak sehat.
Secara pengaturan, di Jepang lebih membuat pengaturan dan larangan lebih rinci. Hal
tersebut dapat dilihat pada pembagian kategori mengenai klasifikasi predatory pricing yaitu
predatory pricing sebagai salah satu jenis praktik perdagangan tidak adil dan juga sebagai bentuk
monopoli swasta. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, terutama bagi
pelaku usaha baik secara umum maupun secara khusus dalam hal ini adalah pelaku usaha
Fintech. Dengan terperinci pengaturan dan larangan mengenai predatory pricing di Jepang,
pelaku usaha pun akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan usahanya tanpa
melakukan praktik predatory pricing yang dapat menimbulkan pasar yang tidak sehat.
III. KESIMPULAN
Perusahaan Fintech yang mengembangkan layanan e-wallet yaitu GoPay dan OVO telah
melakukan perang harga dan promosi dengan harga di bahwa marjinal. Tindakan tersebut telah
memenuhi unsur-unsur yang terdapat di Pasal 20 UU 5/1999, yaitu melakukan jual rugi atau
menetapkan harga yang sangat rendah atas produk atau jasa yang dijualnya. Tindakan ini yang
disebut dengan predatory pricing, di mana pelaku usaha akan bertahan rela menahan kerugian
dengan tujuan untuk mematikan kompetitor hingga akhirnya kompetitor tersebut kalah dan si
pelaku usaha dapat memonopoli pasar. Berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia,
tindakan ini dilarang karena dapat menimbulkan pasar yang tidak sehat yang berujung merugikan
masyarakat. Dibutuhkan adanya aturan yang lebih rinci dalam mengatur pembatasan harga dan
juga dibutuhkan peran pemerintah dan KPPU untuk tidak hanya mengawasi perilaku pelaku
usaha namun juga memberikan sanksi atas tindakan tersebut.
Perbandingan pengaturan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia tidak jauh berbeda
dengan di Jepang. Namun di Jepang, pengaturannya dibuat lebih rinci dan detail sehingga para
pelaku usaha dituntut untuk tetap menjalankan usahanya dengan baik dan benar dan tidak
melanggar hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian kategori mengenai klasifikasi
predatory pricing yaitu predatory pricing sebagai salah satu jenis praktik perdagangan tidak adil dan
juga sebagai bentuk monopoli swasta. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam masyarakat,
terutama bagi pelaku usaha baik secara umum maupun secara khusus dalam hal ini adalah pelaku
usaha Fintech.
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